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ABSTRAK

Indonesia saat ini masih menjadikan pemanfaatan sumber daya alam menjadi
modal dasar pembangunan. Proses pembangunan harus diselenggarakan
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkunagan
hidup seperti amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945, maka
pembangunan harus dilakuakan dengan bijak. Aktivitas pembangunan yang
berdapak terhadap lingkungan, sajak awal harus dianalisis, sehingga langkah
pengendalian dampak negativ dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan
sedini mungkin, sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berdapak pada
perubahan sistim sosial masyarakat dan atau masyarakat adat lokal.Pemerintah
Indonesia mempunyai kewajiban secara hukum untuk melibatkan masyarakat
sesuai dengan UUD 1945 pasal 18B “untuk mengakui dan menghormati
komonltas adat/tradlslonal sesuai dengan hukum budaya tradisional mereka” Hal
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Tentang perlindungan dan Pengelolad #0an H|dup. Tidak terlaksananya
FPIC menimbulkan konflik antara pemrakarsa dengan masyarakat sehingga kedua
belah pihak mengalami kerugian. Selanjutnya saran dari penulis adalah pemerinta
harus melaksanakan fungsinya sebagai pengambil kebijakan dan pengawas
terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga perlindungan terhadap lingkungan
dapat diwujudkan.



